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IKOTA MAKASSAR

Tahun 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERA‘TURAN

V4L “0UTA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG

PEDOMA RJALANAN ';;,;,,j__;:_-:_;_éi ~AGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA,

S E}L_ ld
PEGAWAI NEGERI! S

DENGAN RAH

o

Menimbang

Mengingat

TARIS DAERAH, PIT

PINAN DPRD, ANGGOTA DPRD,
‘A NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
[AKASSAR

JHAN YANG MAHA ESA

- MIAKASSAR,

1n dinas dapat dilaksanakan secara tertib,
baran dan bertanggung jawab, maka perlu
Walikota Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota,
impinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawali
- Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar, untuk
11 dan penyempurnaan seperlunya;

ertimbangan sebagaimana dimaksud pada
menetapkan Peraturan Walikota Makassar
tas Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun
10 Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil
Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD,

serta Non Pegawai Negeri Sipil Kota

or 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
1 Sulawesi (Lembaran Negeri Republik
°9 Nomor 74, Negara Republik Indonesia

)MOor 28 Tahun 1999 tentang
ra yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
nbaran Negara Republik Indonesia Tahun
lambahan Lembaran Negara Republik

=]

r 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
cgara Republik Indonesia Tahun 2004
Lembaran Negara Republik Indonesia

r 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

sung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
iesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
1blik Indonesia Nomor 4400);



Sncanssonaang bomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
o/, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia

(@)

vomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
“emerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran
ega - ke Irdonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4400);

mor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

g-undangan (Lembaran Negara Republik

£S1: @ 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
epu onesia Nomor 5234);

) nor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
arar Negara Republik Indonesia Tahun 2014
nbalon Lembaran Negara Republik Indonesia

nor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
) ian Lembaran Negara Republik Indonesia
mana telah diubah dengan Undang-Undang
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang |

4 (Lembaran Negara Republik Indonesia |

.....

7);
0 : nor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

baran Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik

i’

omor S5 Tahun 2011 tentang Perjalanan

12. Pere crintzh Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
- han (Lembaran Negara Republik Indonesia
Y, Tambahan Lembaran Negara Republik

L [h N
31
A}

ah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
1 Daerah (Lembaran Negara Republik
5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
omor 4578);

Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
“enerapan Standar Pelayanan Minimal
publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

1 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

I



epupnlik Incdonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
lega: ~ onesia Nomor 4614);

“iizh Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
1'ahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
123, Tambahan Lembaran Negara Republik

> 165);

h\

alam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
-n Keuangan Daerah sebagaimana telah
‘an peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
ntang Perubahan Kedua Atas Peraturan
ri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
. Daerah;

18. Pe -1 ~alam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang

B Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai
‘nterian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

19. 71 ~cuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
alam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai
dak Tetap;

Dalam Negeri 1 Tahun 2014 tentang
- Hukum Daerah;

cuangan Nomor 164 /PMK.05/2015 tentang
an Perjalanan Dinas Luar Negeri;

22, lam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
ang Pedoman Penyusunan Anggaran

‘elanja Daerah Tahun Anggaran 2015
»ublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);

Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2015
tas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
.5 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat
.an Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
veri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil
up Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
51 Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2015);

24, Kep ¥ sernar Sulawesi Selatan Nomor 2550/ X1/ Tahun
“1ozhan Kedua Atas Lampiran Keputusan
~clatan Nomor 1070/V/Tahun 2015 tentang
atuan Harga Perjalanan Dinas Bagi Pejabat
cean Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
~egeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil
¢ kup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

N

@]

‘omor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
~ngan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun




(@)

‘ta Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang

, ~.cunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
lesassar [Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun
00¢ clah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua

ota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang

nean Organisasi Perangkat Daerah Kota

Daerah Kota Makassar Tahun 2013

omor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
igan  Daerah (Lembaran Daerah Kota
)9 Nomor 4);

28, Pe ] Makassar Nomor 66 Tahun 2009 tentang
- it Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
ar Tahun 2009 Nomor 66).

Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang
. Kota Makassar (Berita Daerah Nomor 28

Viakassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Akuntansi Kota Makassar (Berita Daerah

lakassar Nomor 64 Tahun 2014 tentang
© Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota,
‘impinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai
- Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar (Berita
un 2014).

USKAN :

Menetapkan : FE . .UTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN
£TA E . WALIKOTA NOMOR 64 TAHUN 2014
TENTARG PZOCMAN PERJALANAN DINAS BAGI
WALIKOTA : WALIKOTA, SEKRETARIS DAERAH,
PIL PRI 'GGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
~[ NEGERI SIPIL KOTA MAKASSAR

Beberapa ketentuan alikota Makassar Nomor 64 Tahun 2015
tentang Pedoman Per ilikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah,
Pimpinan DPRD, Ang v , Negeri Sipil Serta Non Pegawai Negeri Sipil

Kota Makassar (Berit +hun 2014), diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 8 ayat ~aban scningga Pasal 8 ayat (1) selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :

asal 8

(1) Biaya perjalanan dinas bagi likota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah,
Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non Pegawai Negeri
Sipil digolongkan am 6 (enarn) tingkatan, yaitu:

a. Walikota/Wakil Walikota/Pinpinan DPRD;

b. Sekretaris Daerah. / ota JDPRD;

. TONQ ™
C. FINO LSe
d. PNS Esel

g, PNS Golo

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah chingga Pasal 9 ayat (1) berbunyi sebagai
berikut :

Fasal 9

(1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

C plavea
€. uang

f. biaya me 1put/mengantear jenazah.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga Pasal 10 ayat (3) berbunyi sebagai
berikut :

¢sal 10

(3) Biaya bahan sakar untuk perjalanan dinas dalam daerah ditetapkan setiap
tahunnya dengan outusan Walikota tentang satuan biaya perjalanan
dinas.

4. Ketentuan Pasc tuoan cehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai
berikut :

al 11

(1) Satuan uan . oo aimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)

alikota/ Waki alikota/Pimpinan DPRD;
Sekretaris Daer SIS Eselcn II dan Anggota DPRD




- 9. Ketentuan

tercantum dalarn
Peraturan Walik

Peraturan Walik

Agar setiap orang
Walikota ini dengar

Diundangkan di Makass

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Y
4
/
N

TP 3

BERITA DAERAH KOTA MA

ingga lampiran II berbunyi sebagaimana
" pakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

e tanggal 1 Januari 2016.

Memerintahkan pengundangan Peraturan

tlam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2015

WALIKOTA MAKASSAR,

=

MOH. RAMDHAN POMANTO

HUN 2015 NOMOR 94



* 5. Ketentuan Lampiran II diubah s 1ngga lampiran II berbunyi sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang mer -pakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Walikota ini

Pasal II
Peraturan Walikota ini muiai berizeku pada tanggal 1 Januari 2016.

etahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan
atkannya calam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2015

WALIKOTA MAKASSAR,

—

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAXKAS SAR,

7 |
17481

\
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BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAF UN 2015 NOMOR 94



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 94 Desember 2015

TANGGAL : 14 Desember 2015

MR A RIS TIMEITITITIATT AT AMA C OIS /AT £ 7T PRER.TATATIATN MITIWTAC TTL Y TFAT ~ v T L TS
3GOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI NECFERI STPIL KOTA MAKASSAR
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DINAS L174R DAERAH

FRANSPORT

TA, SEFRETARIS DAERAK, PIMPINAN
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EKSEKUTIF

4 ESELON IV

Garuda/Ekonomi KELAS 3 BISNIS

EKONOMI

5 PNS Gol III dan Gol IV

Garuda/Ekonomi KELAS 4 BISNIS

EKONOMI

6 PNS Gol I dan GoL II

Garuda/Ekonomi KELAS 4 BISNIS

EKONOMI

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
TANGGAL 14 Desember 2015
TENTANG PERTTRAITAN ATAS PEDOT % i1, PIMPINAN
L MAKASSAR
i' FRANSPORT A
|
% ot
i
t
i ¥
3 ESELON III da/Ekono: KELAS 2 jﬁ REKSE]) EKSEKUTIF
4 ESELON IV Garuda/Ekonomi KELAS 3 BISNIS EKONOMI
S PNS Gol III dan Gol IV Garuda/Ekonomi KELAS 4 BISNIS EKONOMI
6 PNS Gol I dan GoL II Garuda/Ekonomi KELAS 4 BISNIS EKONOMI

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO




